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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bertekad 

menanamkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi ke dalam program pendidikan. Dengan 

mempertimbangkan integritas Kemendikdasmen tersebut, pembangunan Zona Integritas 

menuju WBK di lingkungan Kemendikdasmen ditetapkan. Sebagai bagian dari 

Kemendikdasmen, Balai Bahasa Provinsi Riau selayaknya pula memiliki komitmen integritas 

yang tinggi dalam menciptakan wilayah kerja yang bebas dari korupsi. Guna mendukung sikap 

tersebut perlu dilakukan upaya-upaya nyata dalam layanan birokrasi di lingkungan Balai 

Bahasa Provinsi Riau. Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk 

melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan 

efisien sehingga intansi pemerintah dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan 

profesional. Melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 

Reformasi Birokrasi pemerintah mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. 

Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan 

kapasitas dan akuntabilitas organisasi, terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN, 

serta peningkatan kualitas pelayanan publik.  

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, instansi pemerintah 

perlu secara konkret melaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya 

pembangunan Zona Integritas. Pembangunan Zona Integritas di internal lembaga menunjukkan 

adanya komitmen bersama seluruh warga lembaga untuk menciptakan tata kelola pemerintahan 

yang baik (Good Governance) sehingga dapat mencapai sasaran hasil utama reformasi 

birokrasi. Balai Bahasa Provinsi Riau merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Badan 

Pembinaan dan Penembangan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang 

ditunjuk sebagai salah satu satuan kerja yang dipilih untuk menjadi Zona Integritas Wilayah 

Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 

lingkungan Instansi Pemerintah pada tahun 2019.  



Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diadakan Pemantauan dan evaluasi terhadap 

Balai Bahasa Provinsi Riau dalam menyiapkan diri menghadapi Zona Integritas Wilayah Bebas 

dari Korupsi (WBK). 

  



B. Dasar Hukum 

Dasar hukum disusunnya laporan ini adalah sebagai berikut. 

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 

yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. 

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas 

dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi 

Pemerintah. 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. 

4. SK Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau Nomor 39/I5.3/OT.01.00/2025 22 Januari 2025 

tentang Penunjukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi Balai Bahasa Provinsi Riau Tahun 2025.  

C. Tujuan Kegiatan  

Tujuan Kegiatan ini adalah untuk melaksanakan Pemantauan dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan rencana kerja pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi 

(ZIWBK) dan untuk memastikan tim manajemen perubahan sudah melaksanakan tugas dan 

fungsinya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga capaian target periodik 

pembangunan ZI-WBK dapat terukur dengan baik.  

D. Hasil Kegiatan  

Hasil dari kegiatan ini adalah adanya gambaran kelengkapan dokumen dan kesiapan 

Balai Bahasa Provinsi Riau ditetapkan menjadi Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi 

(ZIWBK). 

  



BAB II 

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SERTA RENCANA KERJA 

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI 

(ZIWBK) 

BALAI BAHASA PROVINSI RIAU 

 

 

Target Prioritas Triwulan I Balai Bahasa Provinsi Riau 

No 

Rencana Kerja Realisasi 

Rencana Kerja Rencana Aksi Jadwal Keluaran 

Pelaksanaan Uraian 

Pelaksanaan Kendala Rekomendasi Terlaksana Belum 

Terlaksana 

1 
Penyusunan Tim 

Kerja 

Menyusun 

mekanisme 

pemilihan tim 

kerja 

Maret 

2025 

POS dan 

mekanisme 

pemilihan 

tim kerja 

Maret 

2025 

 Mekanisme 

pemilihan 

tim kerja 

telah disusun 

-  



Pembentukan 

Tim Kerja 

Surat 

undangan, 

notula, daftar 

hadir 

penentuan 

tim kerja, SK 

Tim Kerja 

ZI-WBK 

Maret 

2025 

 Tim kerja 

telah 

dibentuk 

melalui rapat 

-  

2 

Penyusunan 

Dokumen 

Rencana 

Pembangunan 

ZI-WBK 

Penyusunan 

Renja ZI-

WBK dan 

target prioritas 

yang relevan 

Maret 

2025 

Undangan 

rapat, notula, 

daftar hadir 

Maret 2025  Rencana 

kerja dan 

target 

prioritas 

telah disusun 

melalui rapat 

Tim ZI-

WBK 

-  

Penandatangan

an Pakta 

Integritas 

Pakta 

integritas 

seluruh 

pegawai 

  Pakta 

integritas 

seluruh 

pegawai 

telah 

ditandatanga

ni 

  



3 Perubahan Pola 

Pikir dan 

Budaya Kerja 

Penetapan role 

model dan 

pemilihan 

agen 

perubahan 

Maret 

2025 

Undangan 

rapat, 

pedoman 

pemilihan 

agen 

perubahan, 

pedoman 

penetapan 

role model, 

SK Tim 

Asesmen, 

laporan 

pemilihan 

agen 

perubahan 

Maret 

2025 

 Penetapan 

role model 

dan agen 

perubahan 

telah 

dilaksanakan 

melalui 

presentasi 

inovasi dan 

rapat 

pimpinan 

-  

 

  



Tindak Lanjut Rekomendasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI-WBK 

Triwulan I Tahun 2025. 

No Rekomendasi Pimpinan Triwulan I 2025 Tindak Lanjut 

1 

Pengungkit I telah maksimal dalam pendokumentasian 

perubahan pola pikir dan budaya kerja. Perlu 

penjadwalan rencana kerja agen perubahan secara tertib 

serta monitoring dan evaluasi tidak hanya pada tim RBI 

tetapi juga agen perubahan dan role model. 

Rencana kerja agen 

perubahan mulai berjalan 

pada April 2025. 

2 

Pakta integritas harus segera ditandatangani oleh seluruh 

pegawai. 

Tim kepegawaian 

menyiapkan dokumen pakta 

integritas untuk segera 

ditandatangani. 

3 

Penyebaran Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 

sepanjang tahun, bukan hanya di akhir triwulan. 

Form Survei Kepuasan 

Masyarakat dibuka sepanjang 

tahun dan diberikan setiap 

selesai pelayanan. 

 

  



BAB III 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Balai Bahasa Provinsi Riau telah berupaya melaksanakan pembangunan ZI- WBK yang 

pelaksanaannya sebagian besar telah sesuai dengan rencana kerja pembangunan ZI-WBK yang 

telah disusun sebagaimana tergambarkan dalam hasil pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut 

triwulan I tahun 2025. Beberapa kegiatan berjalan, seperti monitoring dan evaluasi akan 

dilaksanakan secara rutin. Program prioritas sebagian besar telah terlaksana, beberapa 

dilakukan secara berkala. 

B. Rekomendasi 

1. Memastikan seluruh dokumen pendukung pembangunan ZI-WBK terdokumentasi secara 

sistematis dan terdigitalisasi untuk memudahkan proses evaluasi. 

2. Segera menyelesaikan kegiatan yang belum terlaksana, termasuk penandatanganan pakta 

integritas oleh seluruh pegawai. 

3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja agen perubahan dan 

role model. 

4. Meningkatkan partisipasi pegawai dalam implementasi budaya kerja berintegritas melalui 

kegiatan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai ZI-WBK. 

5. Mengoptimalkan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkelanjutan sebagai 

bahan perbaikan layanan. 

 


